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ABSTRAK : - bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Terknis Penggunaan 
Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

  - Kartu kredit Pemerintah Daerah adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem 
pembayaran. 

  - Kartu kredit Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran 
atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran 
pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan 
kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah 
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang 
disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 
Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 
Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 
80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 
2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2022; 
Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021; dan Perda Kab. Kapuas No. 7 
Tahun 2022. 

CATATAN : - Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2024. 
  - Lampiran: 18 Hlmn. 

 


